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PUTUSAN
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus
sebagai berikut dalam perkara:
SYAWALNI YASMANIDAR BINTI M. ILYAS, bertempat
tinggal di Jalan Berok 2 RT. 1 RW. 3 Kelurahan Pasar
Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok,
dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ganefri Indra Yanti,
S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya M.
Yamin, S.H. Pandan Ujung Kelurahan Pasar Pandan Air Mati
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan
ATRI NERI BIN BAHARRUDIN, bertempat tinggal di Jalan
Berok 2 RT. 1 RW. 3 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dalam hal ini
memberi kuasa kepada: Yenrizal, S.H., dan kawan, para
Advokat, berkantor di Jalan Batuang Baraie Samping
Puskesmas Nan Balimo RT. 03 RW. 05 Kelurahan Nan
Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:
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Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak
bergerak sebagaimana tersebut dalam posita nomor 4 adalah harta
bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan
Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing
separuh/setengah bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta
gono gini yang saat ini ditaksir senilai Rp2.088.600.000,00 (dua miliar
delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat
yakni sejumlah Rp1.044.300.000,00 (satu miliar empat puluh empat juta
tiga ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan
perkara ini mempunyai ketetapan hukum yang tetap, bilamana perlu
dengan bantuan alat negara;

5. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

1. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun
Tergugat banding dan kasasi maupun verzet;

2. Bilamana Pengadilan berpendapat lain dan tidak sejalan dengan kami
para Penggugat, maka tiada lain harapan kami di sini agar Yang Mulia
Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya gugatan mengandung kekaburan (obscuur
libel);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama
Solok dengan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Slk. tanggal 14 Maret
2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1439 Hijriah,
kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang
dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.Pdg. tanggal 2 Juli 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2018, kemudian terhadapnya
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oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017 diajukan permohonan kasasi
pada tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan
Kasasi Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.SIK. yang dibuat oleh Plh. Panitera
Pengadilan Agama Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori
kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal
1 Agustus 2018 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Solok pada tanggal 29 Agustus 2018, dengan demikian
pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan
bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat
formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan
kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan
ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya
berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman),
Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi
dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;
MENGADILLI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, SYAWALNI
YASMANIDAR BINTI M. ILYAS, tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H.,
M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Abdul
Manaf, M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
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Panitera Pengganti,

Ttd.
Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

IlMeterai........ Rp 6.000,00
2Redaksi....... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi........... Rp489.000,00

Jumlah...................... Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.
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